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Abstrak
 

Penulisan ini mengkaji Eksistensi Peradilan Militer Pasca Tunduknya Militer pada Peradilan umum dalam

hal melakukan tindak pidana umum. Hal ini bertitik tolak dari pasal 3 ayat 4 huruf a Ketetapan MPR Nomor

VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri. Kemudian diatur kembali dalam Undang-undang Nomor

34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 65 ayat 2 khususnya yang mengatur Prajurit tunduk

kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan

peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Yang membawa perubahan sangat mendasar,

karena selama ini Peradilan Militer berwenang mengadili semua tindak pidana yang dilakukan prajurit, baik

tindak pidana militer maupun tindak pidana umum.

Penelitian ini memberikan hasil bahwa hukum pidana militer merupakan lex spesialis dari hukum pidana

umum yaitu hukum yang berlaku bagi justisiabel peradilan militer. Saat ini pemerintah dan DPR sedang

membahas RUU tentang Perubahan terhadap UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai

tindak lanjut dari pasal 65 ayat 2 UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Merubah UU Nomor 31 tahun

1997 tentang Peradilan Militer hanya melakukan perubahan yang parsial, karena hanya merubah aspek

structural saja. Sedangkan untuk Aspek substansi (hukum pidana materiel) tentang pelanggaran hukum

pidana umum yang dilakukan oleh militer diatur dalam KUHPM pada pasal 2 yang menyatakan terhadap

tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab Undang-undang ini (KUHPM) yang dilakukan oleh orang-

orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan Peradilan Militer diterapkan hukum pidana umum.

Menurut KUHPM tindak pidana yang dilakukan militer adalah tindak pidana yang diatur dalam KUHPM

terdiri dari tindak pidana militer murni (hanya mungkin dilakukan oleh militer) misalnya, desersi,

insubordinasi dan tindak pidana militer campuran yang pada prinsipnya sudah diatur dalam KUHP atau

ketentuan lain tetapi dianggap ancaman pidananya perlu diperberat.

......This thesis focuses on the existence of military court after placing the military under direction of general

court in case of it member excecutes a general criminal action. The starting point of this study begin with

article 3 paragraph 4 sub paragraph a, of People's Consultative Council Establishment number VII/MPR

RI/2000 of Military and Police Role. Futhermore, this issue has been rearranged in law number 34 year 2004

of Indonesian Army, especially in article 65 paragraph 2 with is stated that soldiers should be processed in

military court in case of the committed military criminal action, and yet should be processed in general court

in case of they committed general criminal action. This brings a fundamental changes regarding authority of

processing the soldiers who so far had been processed in military court, either they committed general

criminal action or military criminal action in particular.

The study shows that military criminal law is a lex specialis of general criminal law which is applicable in

military court jurisdiction. Recently, the Government and House of Representative have been discussing the

Draft of Amendment of Law Number 31 year 1997 of Military Court as a follow up of article 65 paragraph

2 of Law number 34 year 2004 regarding Indonesian Army. By changing the law number 31 year 1997 of
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Military court is only necessary partial changes which focus only on structural aspect perse. While its

substantial aspect i.e, material of criminal law itself regarding desecration to general criminal law committed

by soldiers arranged in article 2 of Military Criminal Code (KUHPM) which is stated that over any criminal

action which is not regulated in this code (KUHPM) committed by people that should be processed in

military court affected by general criminal law. In KUHPM, criminal action committed by military covers

what is known as pure military criminal which is only possible committed by military members such as

desertation, insubordonance, and mixed military criminal action which have been regulated in Criminal

Code, principally, or other regulations but the punishment of such action should be imposed heavier.


